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ABSTRAK

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 29
yang menjelaskan bahwa pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan kedua
calon mempelai yang ingin melakukan pernikahan yang mana atas persetujuan
kedua belah pihak harus membuat perjanjian perkawinan secara tertulis terlebih
dahulu. Akan tetapi pada kenyataannya bahwa seorang warga negara Indonesia
yang menikah dengan warga negara Asing yang melakukan perkawinan
campuran, mengajukan permohonan terhadap Mahkamah Konstitusi terkait
dengan Pasal 29 UU Perkawinan. Warga Negara Indonesia tersebut merasa
dirugikan karena ketika hendak membeli sebuah rusun tidak bisa dilakukan sebab
adanya penolakan pembelian dari pengembang dikarenakan pembeli menikah
dengan warga negara Asing, yang mana dalam Pasal 35 UU Perkawinan bahwa
harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kemudian dalam
Pasal 21 UUPA bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang dapan
mempunyai hak milik. Oleh karena itu pemohon merasa kecewa, dirugikan dan
hak-hak asasinya dirampas oleh adanya peraturan tersebut.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana implikasi
putusan MK. NO 69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian perkawinan yang diatur
dalam UU NO.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? 2) Bagaimana pelaksanaan
pembuatan perjanjian perkawinan di dalam UU NO.1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan pasca putusan MK. NO.69/PUU-XIII/2015? 3) bagaimana hambatan
dan solusi dalam pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan di dalam UU
No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasca Putusan MK. No.69/PUU-XIII/2015?

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan tesis ini adalah
penelitian hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian
hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan dari peraturan
perundang-undangan dan bahan lain yang berasal dari berbagai literatur.

Hasil penelitian ini adalah : 1) Bahwa putusan MK NO.69/PUU-XIII/2015
bersifat final, berkekuatan hukum tetap, dan mengikat semua para pihak baik yang
berperkara, lembaga, badan hukum pemerintah serta notaris 2) bahwa pelaksanaan
pembuatan perjanjian perkawinan pasca putusan MK. NO.69/PUU-XIII/2015
yaitu yang mana pada awalnya pembuatan perjanjian perkawinan menurut UU
NO.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibuat sebelum perkawinan dilakukan
namun dengan adanya putusan MK NO.69/PUU-XIII/2015 pembuatan perjanjian
perkawinan dapan dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan atau sesudah
dilangsungkan 3) dalam pembuatan perjanjian perkawinan hambatan yang terjadi
yaitu jika para pihak yang ingin membuat perjanjian perkawinan berbohong atau
data-data yang digunakan para penghadap tidak sesuai adanya oleh karena itu
sebagai solusinya seorang Notaris harus lebih teliti dan berhati-hati terkait dengan
para pihak yang ingin membuat perjanjian.
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ABSTRACT

Act No. 1 of 1974 on Marriage in Article 29, which explains that at the
time the marriage took place before the bride who wants to do a wedding in which
the consent of both parties must make a marriage agreement in writing
beforehand. However, the fact that an Indonesian citizen who is married to foreign
citizens who perform mixed marriages, filed a petition to the Constitutional Court
relating to Article 29 of the Marriage Act. Indonesian citizen that feels aggrieved
because when they wanted to buy a flat can not be done because the rejection of
purchase from the developer because the buyer is married to citizens of foreign,
which in Article 35 of the Marriage Law that property acquired during the
marriage become community property, then in Article 21 UUPA that only citizens
of Indonesia who can both have property rights. Therefore, the applicant felt
disappointed, harmed and human rights have been usurped by their rules.

The formulation of the problem in this research are: 1) What about the
implications of the Constitutional Court. No. 69 / PUU-XIII / 2015 against the
marriage contract stipulated in Law No.1 of 1974 on Marriage? 2) How is the
implementation of the agreement is a marriage in the Act No.1 of 1974 on
Marriage after the decision of the Court. 69 / PUU-XIII / 2015? 3) how the
barriers and solutions in implementing the agreement is a marriage in Act 1 of
1974 on Marriage Following the Ruling of the Constitutional Court. 69 / PUU-
XIII / 2015?

The method used in this thesis is a normative juridical legal research. Ie
normative legal research legal research conducted by reviewing the materials of
the legislation and other materials derived from the literature.

The results of this study are: 1) That the decision of the Court No.69 /
PUU-XIII / 2015 are final, binding, and binding on all the parties, both litigants,
agency, government law and notary 2) that the manufacturing operations after the
marriage covenant decision of the Court. 69 / PUU-XIII / 2015, namely, which
initially manufacture the marriage contract according to Law No.1 of 1974 on
Marriage made before the marriage is done but with the Constitutional Court's
decision No.69 / PUU-XIII / 2015 the agreement is made before the marriage
dapan marriage took place or after held 3) in the manufacture of the marriage
covenant are obstacles that happen is if the parties want to make the marriage
covenant are lying or data used by the parties do not fit their therefore a Notary
should be more careful and cautious associated with the those who want to make
arrangements.
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